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1. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR, DPD, dan
DPRD dilaksanakan secara serentak pada tahun 20109.
Menindaklanjuti  terbitnya Putusan MK tersebut, tentunya
diperlukan sebuah upaya penguatan regulasi sebagai landasan
hukum pelaksanaan pemilu secara serentak pada tahun 2019.

. Pengusulan RUU tersebut dilandasi oleh semangat untuk:

a. memperkuat sistem pemerintahan presidensiil dan sistem
kepartaian;

b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas,

c. menyederhanakan dan menjamin konsistensi pengaturan sistem
pemilu;

d. mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum
pengaturan pemilu; serta

e. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan
pemilu.

. Pokok-pokok pengaturan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
memuat 3 (tiga) hal pokok untuk penguatan sistem pemerintahan
presidensiil dan sistem kepartaian, antara lain adalah sebagai
berikut:

A. Substansi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
1) Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu

Partai politik untuk menjadi peserta Pemilu harus memenuhi
persyaratan  tertentu. Persyaratan  tersebut untuk
memastikan bahwa partai politik dengan kelembagaan yang
kuat secara nasional dengan peran fungsi kaderisasi dan
fungsi rekruitmen.

Pemerintah mengusulkan persyaratan partai politik peserta
pemilu tetap ada, mengingat saat ini dalam hal partai politik
yang sudah berbadan hukum terkait keberadaannya masth
belum diatur secara jelas dalam UU Partai Politik. Di sisi lain,
terkait dengan proses akuisisi partai politik serta
keberlanjutan kepengurusan partai politik yang berbadan
hukum tetapi tidak mempunyai kepengurusan berjenjang.






